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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR: 2 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR: 2 TAHUN 2013

RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI BUTON UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakon ketentuan pasal 110

Mengingat

ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, periu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan
Mayat;

bahwa berdasarkan pertimbongan sebagaimana
dimaksud dalam huruf o tersebut, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Kerupsi, Kolusi dan Nepotisme (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambohan
Lembaran Negara Republik Indonesio
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendoharaan Negara  (Lembaran Negare
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic
Nomeor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Doerah  (Lembaran  Negaro
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubohon Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Taohun 2004 tentang Pemerintohan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesio
Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesiac Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keucongon ontara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaron Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negaro
Republik Indonesia Tohun 2007 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4690);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataar Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesio
Normor 4725);

Undang-tUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambohan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawarotan  Rakyat, Dewan
Perwaokilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilon Rokyet Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesio
Tahun 2009 Nomor 123, Tarmbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undane-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajok Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahon Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengeloloan  Lingkungan
Hiduo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
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14,

15,

161

17.

18,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahon Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2005 Nomor 140, Tarmbahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesic
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahcin atos Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengeloloan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambohan
Lembaran Negara Republik Indonesio
Nornor 4855);

Peraturan Pemerintach Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan  Pemerintohan
antara  Pernerintah, Pemerintahan Daerah
Prowinsi dan Pemerintahan Doerah
Kobupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambohan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Perda 2013 tentang Reribusi Pemakaman... ......4



19.

20.

21

22,

23,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajok Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri  Dalom Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduo
atas Peroturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tohun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 201 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Kobupaten Buton Utora (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 2

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Orgonisasi dan  Tata  Kerja Dinas Daerah
Kabupoten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kobupoten Buton Utara Tohun 2008 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Orgenisasi dan Tota Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12);
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24. Peraturan Daerch Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praojo Kabupatern Buton Utara (Lembaran
Doerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008
Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kobupoten Buton Utara
Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujucn Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA

dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

UTARA TENTANG RETRIBUS! PEMAKAMAN DAN
PENGABUAN MAVYAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan;

L

2
-

Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;

Demerintch Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Buton Utaro;

Bupati adalah Bupati Buton Utara;

Dewan Perwakilon Rokyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adaloh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Buton Utarg;
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Dinas Kebersihon, Pertomanan, Pemakaman don Pemadam
Kebakaran adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Utara;

Pejabat vang ditunjuk adalah pegawai yong diberi tugas
sertentu di bidang retribusi doeroh sesuci dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
Adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Deerah yang diberi wewenang untuk melakukan peyidikan
terhadap tindak Pidana di bidang retribusi daerah;

Bodan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan uscha maupun yang
sidak melakukan usaha yong meliputi Perseroan Terbatas,
Dereroan Comanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dolom bentuk apapun,
Dersekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayason
atau Organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, serta
bentuk badan uscha Loinnya;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya  disebut Retribusi adalah
sungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan don/atau diberikan oleh
Pemerintah Daeroh untuk kepentingan orang pribadi atau
Bodan;

losa odalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa uscha don
pelayonan  yang menyebabkan  barang, fasilitas, atau
semanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
otou Badan;

Jasa Umum adalah jasa yang disediokan atau diberikan oleh
Demerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaaton
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
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Is

pengawasan  penggunaan dan pengelolaan oleh Pemerintah
Kabupaten Buton Utara:

'enazch orang terlantar odalah  jenazah orang yong tidak
mempunyai Reluarha/ahli waris  atau pihak yang
Sertanggungjawab atas jenazah yong bersangkutan:

Toman Makam Cadongon yang selanjutnya  disingkat T™C
acalah tanah makam vang disediakan untuk pemochon yang
“=ah berumur 60 tahun ke atas, terletak berdampingan dengan
maRam suami/istri yang telah meninggal dunia dalom status
suamiistri pada saat meninggal dunia;

Makam/pusara adalah tempat jenazah dimakamkan;
lenazeh adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis;

0. Crang vang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu

membayar biaya pemakomaon yang menjadi kewajiban yang
dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah
dan Camat setempat:
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21.

22

Krematorium adalah tempat perabuan jenazah (penguburon)
dan/atau kerangka jenazoh;

Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah sementara, untuk
menunggu pelaksanaan pemakaman  dan/atau perabuan
jenazah (kremasi);

Waiib Retribusi adolah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu;

Masa Retribusi adalah  suatu  jongka waktu tertentu yong
merupakon  batas waktu  bagi Wajib  Retribusi untuk
memanfaatkan jasa don perizinan tertentu dari Pemerintah
Deaerah yang bersanglkutan;

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adaloh bukti pembayaran atou penyetoran retribusi yang telah
dlabukan dengan menggunakan formulir atau teloh dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat:
SKRD, adalah surat ketetopan retribusi yong menentukan
pesarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
duingbat SKRDLB, adaloh surot ketetapan retribusi  yong
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
wumiah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yong
serutang atau seharusnya tidak terutang;

St Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adaiah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
dingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan
besarmya retribusi daerah yang terutang;
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30 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selaniutnya disingkat SKRDKBT adaloh surat ketetopan yang
menentukan tambahan  atas jumiah retribusi  yang telah
detapkan;

31 Pembayaran retribusi doerah adalah besarmya kewajiban yang
harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD
ve bas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas
wolktu yang telah ditentukan;

33 Demeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
menagolch data, keterangan, dan/atau bukti yang diloksanakan
wecara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
nemeriksaan untuk menguiji kepotuhon pemenuhan kewajiban
serpajokan  daerah  dan retribusi  dan/atau  untuk  tujuan
min  dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
~erundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;

Denyidiban tindak pidana di bidang perpajakan doerah dan
cetriowsi adalah serangkaian tindakan yong dilakukan oleh
Pervidit untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
Buisti #u membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan
doerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEH RETRIBUSE
Pasal 3

»
)

Dengen nama  Retribusi Pemakoman dan Pengabuan Mayat
Soungut  Retribusi  sebagal pembayaran  atas peloyanan serta
~emanfoctan dan/atau  penggunaan fasilitas  pemekaman  dan
pemgobuangaon mayat.

Pasal 3

Obick Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
acoch pelayanan pemakaman dan pengabuan mayot yang
mefiputh:
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peloyanan penguburan/pemakaman termasuk penggalion dan
pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat;

wewa tempat pernakaman atau pernbakaran/pengabuan mayat
yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjelz Retribusi adalah Ahli Warlis/Keluorga dan atau orang yang
sertanggungjoweb terhadap pelaksanaan Pemakaman.

BAB 1
GOLONGAN RETRIBUSE
Pasal 5

Setriousl Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk
Solomgan Retribusi Jasa Umum,

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAY PENGGUNAAN JASA
Pasal &
Seloyenan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan
== peloyonan :
= Peloyonan penyedican tanah makam;
= Peloyonan pengangkutan jenazah;
= Penyedican tanah makam cadangan;
BAB V

SENSID YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal ¥

1A

¥ Prissip dan sasaron dalam penetapon tarif retribusi Pelayanan
Demobaman dan  Pengabuan  Mayat ditetapkan dengan
memperhatiban biaya penyedican jasa yang bersangkutan,
semompuan  masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
sengendalian atas pelayanan tersebut;

Boye sebagaimana dimaksud pada ayot (1) meliputi biaya
soerasi dan pemeliharaan;

M
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¥

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya
penvediaan jasa, penetapan tarif honya untuk menutup
sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSH
Pasal 8

Setiop orang otau badan usaha yong mendapatkan  josc
Delayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayatwajib membayar
retribusi;

Be<armya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat Q)]
adalah sebagai berikut :

= Pelayanan penyediaan tanah makam sebesar Rp. 150.000;
5 Peloyanan pengangkutan jenazah :
Dalom kota :
Dari rumah sakit ke rumaoh duka sebesar Rp. 100.000;
- Deri rumah duka ke TPU sebesar Rp. 150.000.
2 Luar kota sebesar Rp. 10.000/km/pp.
Denyediaan tanah makam cadangan sebesar Rp.100.000;

£

Heregistrasi  penyediaon tanah makam cadangan sebesar
Rp.50.000/thn;

o

Denggalion / pembongkaran makam / pusara | kerangra
jenazah sebesar Rp. 150.000;

Ll

Derabuan jenazah/kremasi sebesar Rp. 200.000;
Pasal ®
Tari# retribusi ditinjau kembeli paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

Deniniauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diabukan  dengan  memperhatikan  inceks  harga dan
oerkembangan ekonomi;
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3)

Benetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dtetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIl
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Setrbusi dipungut di wilayah operasional kegiatan Pelayanan
Dermazaman dan Pengabuan Mayatyaitu dalom wilayah Kabupaten
Suton Utara.
BAB Vil

DEMENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

" Dembavaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

M

i

N

L]

Betribusi vang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh)
~ori seiak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKBD) atau dokumen lain yang dipersamakein;

Tesa care pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur
don ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan
Bupati.

Pasal 12
Demungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

Retribusi dipungut dengon menggunaken Surat Keputusan
Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;

Sermua hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
avat (2) disetor ke kas Daerah,
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BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

1) Penyampaian surat teguran/peringatan/surat lain yong sejenis

2

M

_\.;

M

sebagai awal tindakan pelaksanaon  penagihan Retribusi
dmeluarkan 7 (tujuh) hari  sejak tanggal jotuh tempo
pembayaran;

Dalam jaongka woktu sebagdimana dimaksud pada ayat (1),
waib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutong:

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana
Satsud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

) Tato cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ peringatan/

wret lain diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Supati Keputusan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUYAN
Pasal 14

Semunguton Retribusi tidak dapat diborongkan;

Sesribusi  dipungut dengan menggunakon Surat Ketetapan
Sesribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersomakan;

* Sermua hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

st (2) disetor ke Kas Daerah.
BAB Xi
SANKSE ADMINISTRASE
Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi  tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi
serupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi
gang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ;

Denagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
1) didahului dengan Surat teguran.
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AT

7 Apcbilo jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi
doiam jangka waktu sebagaimana ditentukan  dalam Surat
:egumn.-‘peringatan!surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yong
nerus dibayar ditagih dengan surat paksc;

&

) Bupati dapat menerbitkan surat paksc, segerd setelah lewat 21
‘duc puluh satu) hari sejok tanggal surat teguran/surat
seringatan/surat lain yang sejenis.

BAB Xii

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Pasal 17

v Ptaong retribusi yong tidak mungkin ditagih lagi karena hak
reuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;

< Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutong retribusi
doerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimanda dimaksud pada
ayat (1).

BAB XIi
MASA RETRIBUSI DAN S$AAT RETRIBUSH TERUTANG
Pasal 18

Meso Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 30 ( tiga puluh)
s rou yong ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 19

o Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat
setetopon Retribusi Daerah (SKRD) atau dokurmen lain yang
dpersamckan.
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BAB XiV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

Hek untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
wreiah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
semtangnya Retribusi, kecuali jika Waijib Retribusi melakukan
smdai pidana di bidang Retribusi;

Yedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
awct (1) tertangguh jika:

= a@merbitkan Surat Teguram; atau

= odo pengakuan utang Retribusi dari Waijib Retribusi, baik
mngsung maupun tidak leingsung,

Doiern hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
sede ovat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
samgeal diterimanya Surat Teguran tersebut;

Pergolucn  utang Retribusi  secara langsung sebagaimana
drcisud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
sesodorannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
4 belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

Semgoiuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
Sciud pada ayat (2) huruf b dapat diketohui dari pengajuan
sermohonan  angsuran  otau penundaan pembayaran dan
~ermohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

Dhasang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
el melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dopat
dihopuskan;

Buoat! menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi
yong sudah redaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat )

Tota cara penghapusan piutang retribusi sudah kedaluwarsa
Siotur dengan Peraturan Bupati.
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BAB XV
HETENTUAN PIDANA
Pasal 19

% Waib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugizan keuangan daerah diancam dengan pidana penjard
saling loma 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)
=il wmiah retribusi yang terutang;

M

ece= oidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Secrggcron.
BAB XVI
KETENTUAN PENVIDIKAN
Pasal 20
* Secter Pegowal Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah

Soeroi  diberi wewenang  kRhusus sebagai  penyidik  untuk
—seteon penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
sogoimona  diatur  dalom Undang-Undang Hukum Acara
Sidore yang berlaku;

= Wesencng penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1
oo

"

Mererima, mencari, mengumpulkan dan  meneliti
seterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
Sbideng daerah agar keterangan atau pelaporan tersebut
~—ericdi lebih lengkap dan jelas;

Memerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai
srong pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Doerch;

Weminta beterangan dan bohan bukti dari orang pribadi
~ou badan sehubungan dengan tindak pidana bidang
retribusi Daerah;
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I

Me—erbse bubu-bubku, cotatan-catatan dan  dokumen-
Sctwr—en loin berkenaan dengan tindak pidana dibidang

& Meckon penggeledohan untuk mendapatkan barang
ks permbubuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,
o melckulan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Me—irsa bantuan tenaga ahli dalom rangka pelaksanaan
suges-tugas pendidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Ooercn:

Merpuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan
morgon otou tempat pada saat pemeriksaan sedang
serorgsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atou
Sckaen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;

L Ll

5 Memctret seseorang yong berkaitan dengan Tindak Pidana
Rerbus Doerah:

. Mercrggl orong untuk didengar  keterangannyd dan
dpeieso sebogai tersangka atau saksi;

L Menghe—tieon penvidikan;

= MecEubon tindakan lain yong dionggap  perlu untuk
ssorcoron penyidikan tindak pidana dibidoang  Retribusi
Seeens  menurut hukum  vang  dapat  dipertanggung
== e

= Bemcil ssbogaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukon
Srloira penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
seecs Demurtut Umum melalui Penyidik Pejabot Polisi Negara
Secubie Indonesia, sesuai  ketentuan yang  diatur dalam
Uneiome-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
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BAB XVl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

=o-na yong belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjong
—emgena pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengon
Dersturoe Bupati’ Keputusan Bupati,

BAB XVill
KETENTUAN PENUTUP
Pesgenl 22
St Doeroh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

fgor setiop orang  mengetahuinya, memerintahkan
sengundorgon Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
: Doerah Kobupaten Buton Utara,

Ditetapkandi Burang a
pada tanggal 18 Pebruari 2013

BUPATI BUTON UTARA,

Cap/Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Durcoeeond B uranga

SN DAESAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2
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